BADAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
mn PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KUBU TAPAN, |

a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Badan
Permusyawaratan Nagari tentang persetujuan Perubahan
Anwltm Pendapatan dan Belanja Nagani tahun anggaran

yang disusun  sesuai dengan  kebutuhan
w Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip
m a gﬂﬁenu. berkeadilan, befkelaqiuum,

.
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Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

i Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,

Tambahan L?mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5679); !

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

e tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

BE- Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
_ tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
enteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Keuangan Desa;
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

omor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
' Tahun 2020;

ganNomor 222/PMK/2020tentang‘ e
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14.Surat Edaran Mentri keuangan Nomor : 2 /PK/2021 tentang
Penyesuian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi
Corona Virus Disaese 2021;

15.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47

- Tahun 2009 tentung Pembentukan Nagari KUBU Tapan di
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran
2020;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
Teqtang Tata Cara Pempbagian dan Penetapan Dana Nagari
Yang Bersumber dari!Anggaran Pendapatan dan Belanja

* Nagara Tahun Anggaran 2020;

T 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021

T Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

i Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana
Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2020

23.Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan
Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan;

N NAGARI TENTANG ANGGARAN
\JA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN
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